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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 

 Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelmunya, penulis dapat 

menarik kesimpulan beberapa kesimpulan yang berkaitan sistem pembuktian 

dalam pengadilan tentang pembelaan terpaksa Pasal 49 Ayat (1) dan (2) dan 

Perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam 

pembelaan terpaksa sebagai berikut: 

1. Tujuan adanya hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum. Wujud dari tujuan hukum salah satunya dengan adanya 

sistem hukum pidana di Indonesia.  tidak semua tindakan pidana berakhir 

dengan dijatuhi hukuman pidana, karena dalam KUHP juga mengatur 

penghapusan pidana yang diatur dalam buku kesatu yakni dalam bab tiga 

mulai dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 51. Salah satu alasan 

penghapusan pidana dalam KUHP yakni diatur dalam Pasal 49 yang 

berbunyi“ “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan 

terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan 

kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada 

serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang 

melawan hukum”. “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang 

langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan 

atau ancaman serang tidak dipidana”. Tindak pidana yang dilakukan 

dengan pembelaan terpaksa disebut juga dengan Noordweer. Pembelaan 

terpaksa dapat diartikan sebagai pembelaan darurat untuk diri sendiri 

maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri 

maupun untuk orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan 

yang sangat dekat. Seperti Pada Putusan Pengadilan yang dimana menuut 

penulis menguraikan dan membandingkan (5) kasus dimana kasus tersebut 

putusannya berbeda-beda. Yang dimana 3 putusan dinyatakan bebas  
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karena melakukan pembelaan terpaksa, dan 2 putusan yang lain 

dinyatakan bersalah. dengan amar putusan menyatakan bersalah.  Menurut 

penulis hakim keliru dalam memutus suatu perkara tersebut dan tidak 

melihat bahwa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pembelaan 

terpaksa karena awalnya terdakwa mendapat serangan dari korban 

sehingga terdakwa melakukan perbuatanya tersebut karena terpaksa yang 

melampaui batas (noodweer exces),terdakwa melakukan dengan unsur 

tidak sengaja untuk melukai atau membunuh terdakwa, dalam 

pembuktianya penulis melihat bahwa sebenarnya terdakwa memenuhi 

unsur-unsur penghapusan pidana yaitu alasan pembenar dan alasaan 

pemaaf. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang 

mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem 

pembuktian yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara 

yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima 

menolak dan menilai pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 

KUHAP, pembuktian dalam hukum pidana yaitu untuk mencari kebenaran 

jika dilihat dari kelima putusan bawasanya hakim berpendapat berbeda-

beda seperti 2 putusan yang dimana hakim menjatuhkan hukuman dan 

dinyatakan bersalah, mengapa karena menurut keyakinan hakim dan alat 

bukti di persidangan bawasanya yang dilakukan oleh terdakwa merupakan 

tindak pidana, tetapi disini hakim kurang bijak, cermat dalam memutuskan 

karena apa, jika dilihat dari kronologi yang dimana Pasal 49 menyatakan 

bawasanya seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa untuk 

melindungi diri sendiri, kehormatan kesusilaan dan harta benda karena ada 

ancaman pada saat itu maka tidak dipidana dan R. Soesilo menyatakan 

syarat-syarat pembelaan terpaksa keadaan terpaksa, harus ada 

keseimbangan yang dilakukan dengan serangan yang mengancam, untuk 

melindungi diri sendiri (badan), kehormatan dan barang sendiri,  harusnya 

terdakwa dibebaskan karena telah memenuhi semua unsur-unsur yang 

telah ada.  

2. Semua orang wajib mendapat perlindungan hukum sebagaimana 

dijelaskan dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (1) 
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seseroang berhak mendapat pengakuan, jamninan dan perlindugan huku 

adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum, pada kasus tersebut 

menurut  penulis mengatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara 

haruslah cermat dan bijak. Karena apa yang telah dilakukan oleh terdakwa 

merupakan suatu  pembelaan terpaksa yang dimana tidak dipidana, tetapi 

hakim berpendapat lain yang menjadi hukuman kepada terdakwa,   

5.2 Saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran dan 

masukan terhadap perlindungan hukum terhadap seseorang yang melakukan 

tindak pidan dalam pembelaan terpaksa, makan penulis mengajukan saran sebagai 

berikut : 

1.  Diharapkan Agar Dalam Setiap putusan perkara memiliki konsekuensi, 

baik yang baik maupun yang buruk. Dalam memutuskan suatu perkara 

seorang hakim senantiasa lebih terarah dan tajam dalam menyikapi kasus 

tersebut dan penerapan pasal yang harusnya sesuai dengan apa yang telah 

pelaku lakukan terhadap korbannya, hendaknya hakim dalam memutus 

suatu perkara harusnya memperhatikan kebenaran materil yang dilakukan 

oleh terdakwa,keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan hendaknya 

hakim juga menghadirkan saksi ahli karena jika dilihat dari beberapa kasus 

tersebut diatas bahwa apa yang dilakukan terdakwa merupakan pembelaan 

terpaksa yang merupakan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang 

dimana seharusnya terdakwa dibebaskan karena semua unsur-unsur yang 

dilakukan terdakwa terpenuhi.  

2. Diharapakan kepada penegak hukum, baik itu penyidik, kejaksaan, dan 

hakim haruslah lebih serius untuk mencari kebenaran dalam menyikapi 

kasus-kasus pembelaan terpaksa ini karena supaya jelas apakah perbuatan 

yang dilakukan oleh seseorang merupakan suatu pembelaan diri sehingga 

adanya keadilan, kemanfaatan, kepastian dan perlindungan hukum 

terhadap orang yang melakukan pembelaan terpaksa.   
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